KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESLA

NOMOR ISEJF TAHLUM 2015
TENTANG

PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
KURUL HIDAYAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang ;

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER] AGAMA REPUBLIK INDOMESLA,

bahwa dalam rangka pelaksanann ketentizan Pasal B ayvat [2]
Peraturan Menteri Agame Nomor 20 Tahun 20013 teniang
Penyelenggarsan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasionsl terhadap Madrasah Swastan di lingkungan Kanior
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengeh;

bahwa dalam rangka meningkatken akses pendidikan madrasah
vang bermutu, perlu memberikan  kesempatan  masyarakat
metalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggaralkan
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi
persvaratan administratf, teknis, dan kelayvakan vang telah
diteiapharn;

bahwa herdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalaps buruf &, b dan ¢ distas, perlu menetapkan Keputusan
Mentenn Agama Republik  Indonesia tentang pemberan Tzin
Operasional  Pendirian Raudhatul  Athfal  Numil  Hidayah
Kabupaten Tegal Provins! Jawa Tengah,

Undang-undang Momor 20 Tabun 2003 tentang Sistem
Pendidikan MNasional [Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nemor 78, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4301);
Undang-undang Momor 14 Tahun 2005 tentang Gury dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tabun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4586,
Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang S{andar
Masional Pendidikan (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2003 Momor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496 schagaimana telah divubah dengan
Peraturan Pemerintsh Nomor 32 Tahun 2013  tentang
Perubahsan Atas Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005
tentang  Standar Nasional Pepdidikan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 20013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia NMomor 54109
Peraturan Pemerinteh Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Momor 90, Tambahen Lemberan Negara Republik
[ndonesia Nomor 4863];
Peraturan  Pererintah Nomor 48 Tahuan 2008  tentang
Pendanaan Pendidikan [Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Repuablik
Indotesia Nomor 4853);

G. Poeraturan..,



6. Peraturan Pemerintah Momor 74 Tahun 2008 tenteng Gury
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Persturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggarann Pendidikan [Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2010 MNomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) scbagaimana
telah diubsh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor S157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemer 24 Tahun 2007
tentang  Standsr Sarana dan  Prasarana  untuk  Scholah

Dasarf Madrasah [btidaivah, Hekolah Menengsh
Pertama/Madrassh Teanawiyah, dan Sekolah  Menengah
Atag/Madragah Aliyah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 1S5 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sehageimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
MNomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelaysnan Minimal
Pendidikan i Kabupaten | Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar 1ai Pendidikan Agama Islam
dan Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Momor 2 Tahun 2012 tentang
Penpawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama lslam
pada Sckolah [Berite Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Momor 206) sebagaimana telsh divubah dengan  Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tehun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama MNomor 2 Tahun 2012 entang
Penpawas Madrasah dan Penpawas Pendidikan Agama [slam
pada Sekalah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

12, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyvelenggarnan Pendidikan Madrassh (Berita Negara Republik
Tndonesia Tahun 2013 Nomar 1382).

Memperhatikan: 1. MNota Dimas Pertimbangan dari Hepala Bidang Pendidilken
Madragah Momor @ Kw.11.2/PP.03.2/3350/2014, Tanggal 27
Februar] 2015,
2 Rekomendasi dari Kepala Kantor Hementerian Ageoma
Rabupaten Tegal, Nomaor @ Kd, 11.28/2/PP.00.4 /04782015,
Tangzal 27 Pebruan 20135,

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN IZIN OFPERASIONAL FPENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL NURUL HIDAYAH HKABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA
TENGAH.

KESATU : Memberikan lzin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah
sebapgnimana ereanium dalam lampiran vang merupakan bagian
tidalk terpisahkan dar Keputusan ind,

LA el et Y



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Bagi Raudhatul Athfal seteloh jonglka wako 4 (empat] tahun, Kepala

Madrasah vang bersangkutan wajibs :

g, Menvampalkan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala
Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembengan jumlah peserta didik, pelaksansan kurikulum,
pelaksanaan  pemetuban  standar sarana  presarana, dan
pelaksanaean  pemenuhan  standar  pendidik  danm tenags
kependidilean dan fataa

b, Mengajukan pendaftaran wisitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-3/M. sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undargan,

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimans dimaksud dalam
diktum leedua huruf & dinilai memenuthi standar pelayansn minirmal
penvelengparaan pendidikan dan/ atau hesil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C,
maka izin operasional sebapimana dimaksoud dalam Dikitum Kesato
tetap berlaku,

: Dalam hal perkembangan madrasah scbagaimana dimaksud dalam

Dikrum Kedua huraf a dinilai mernenuhi steandar pelayanan minmal
penyelenggaraan pendidikan danyatau hasil akr:d:taa: sebagnimana
dimaksud Dikum Kedua hurof b tidak mendapat peringhkat minimal
i, maka imin operasional sebagaimana dimaksud delam Diktum
Besaiy dicabut.

s Beputugan ind mulal berlaby pada tangpal ditetaplkan,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal fo Maret 2015

AN, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
HEI‘I-'IE[‘-E‘TEHMH AGAMA

“RROVING] JAWA TENGAH,




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTER]T AGAMA EEFUBLIK INDONESLA

NOMOR ﬂﬁ? TAHUMN 2015
TENTANG

FEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NURUL HIDAYAH KABUPATEN

TEGAL PROVINESL JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

FHTE TS P ra .

1 | Nama Madrasah

| Raudharul Athfal Nurul Hidayah
| Kabupaten Tegal

1031233280127

Alamat Madrasah

2 | Nomor Statistik Madrasah
3

Rt 0F Bw 07

Desa Bunuijawa
Kecamatan Bumijawa
Kabupaten Tegal
Provinsi Jaws Tengah

4 | Mama Orgamisasi Penyelenggara

Yayasan Pendidiken Mural Hidayeh
Clupakan Bumijawa

5 | Alta Notaris Organisasi
| Penyelengpara

Nomor 683, tanggal 16 Februari 2015

5 | Pengesahan Alkte Notaris
| Organisasl Penyelenggara

Nomor AHU-0D00Z507.AH.01.04 TAHUN
2015, tanggal 18 Februari 2015

e | ] L

AN, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEANTOHR WILAYAH
KEMENTERTIAN AGAMA




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIE INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor @ Kw/RA S48/ 2015

Diberikan Kepada :

i Raudhatnl Arhial Nurel Hidayah
Kabupaten Tegal
B 02 Bwe 7T !
: Bumijawa
: Bumijaws
i Babupaten Tegml
o Jawa Tepgah
Pendigilcan Nural Flidayah
up Bumijawa

Ablte Motaris Penyelénpears | Momor 683 tanggal 16 Februan 2015
Penpesahan Akte Nelanis @ Nomer AHU-0002507 AH.01.04 TAHUN

2015, tangral 18 Februari 2015

Dengan Nomor Statistilc Madrasah [ NSM )

1 I T .
|: 3|z ‘2|T-|

Semarang, Lo Maret 2015

AN, MENTEREI AGAMA REFUBLIK INDUNESLA
KEFALA KANTOR WILAYAH
= KEMENTERIAN AGAMA
PROVING! JAWA TENGAH,




